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Abstrak

Banjir telah menjadi masalah klasik bagi kota-kota besar Indonesia, karena ia merupakan
bencana dengan freluensi tertinggi sejak satu abad silam. Berbagai pendekatan telah
diwacanakan, sebagian diantaramva telah diimplementasikan dengan titik berat sejauh ini
pada pendekatan struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik Sementara itu,
pendekatan non-struktural, khususnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-
zona rentan banjir, relatif bam dikembangkan dan, oleh karenanva, masih sulit untuk
herperan secara optimal dalam mengurangi risiko bencana bamjir,

Tulisan ini berupava untuk memaparkan secara sintetik opsi-opsi penanganan masalah
banjir yang telah diambil, sekaligus memberikan gambaran berbagai pembatas atau kendala
yang dihadapi dengan mengambil kasus kota Jakarta yang mengalami banjir repetitif dan
kecenderungan semakin dahsyat dalam 15 tahun terakhir. Ke depan, Pemerintah tidak
dapat hanva memusatkan pertiatian pada pendekatan struoktural semata, namun juga secara
bertahap mulai secara serius memperhatikan pendekatan non-struktural. Keduanya pada
dasarnya bersifat komplementer,
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Pendahuluan

Selama satu abad terakhir (1907-2007), CRED (Centre for Research on the Epiderniology of
Disasters) mencalat babwa telah terjadi 343 beneana alam besar dalam wilayah Indonesia.
Secara kessluruhan bencana tersebut menelan 236543 korban jiwa dan “menyeniuh’
2.639.025 penduduk. Dari keseluruhan peristiwa yang terjadi, banjir merupakan bencana
vang penting di Indonesia ditinjan dan sisi frekuensinva (tercatat 108 kali atau 33.3%).
Namun dari sisi jumlah korban jiwa, bencana banjir mengakibatkan kematian yang lebih
=sedikit dari bencana tsunami, gempa bumi ataupun letusan gunung api. (Tabel 1).

Selain itu, bencana banjir kerap melanda beberapa aglomerasi besar seperti Jakarta (13.22
juta penduduk), Medan (2.29 juta) dan Bandung (4.13 juta’. Kota-kota ini mempakan simbol
dari kekuasaan politik-admimistratif (tingkat nasional dam regional) serta simbol dari
kekuatan ekonomi nasional dimana terkonsentrasi berbagai aktivitas komersial, industri dan
jasa.
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Tabel 1
Bencana alam besar di Indonesia (1907 — 2o007)

Jenis bencana Jumlah Jumlah korban Kerugian material
alam peristiva Jiwa (dalam juta euros) =
Eeberingan ] G117 E1G,40
Gempa bunsd 85 2B 65 2 g7 h
Epidémi = a3 3487 1.34
Banjir 108 5453 150577
Longsor ay 1975 L4
Gruniing api a5 1T 045 agE.ag
Teumnami B 167 85z 3 379.95
Kebakaran hutan 9 b3 12 936.75
Angin taufan 10 1 G HA
[ Toml 143 236 543 21 77083

sumber : CRED, zoo7 (data diclah oleh E.5, Atmawidjaja, 2oo7)
" Konversi dari data asli U8 Dollar ke Eures (1 Euro setara dengan Rp. 12,000 per wlan

Agustus 2007).
= Epiderni meliputi wabah pes Chubonique’), diare (cholera), malaria, anthras, d11

Dua faktor penting, yakni pertumbuhan penduduk yang berlangsung paralel dengan
pertumbuhan perekonomian kota-kota besar, telah menjadikan kota-kota tersebut lebih
rentan terhadap bencana banjir. Saat ini, semua orang tidak ragu untuk mengatakan bahwa
kota-kota menjadi tempat vang semakin rentan terhadap ancaman bencana. Risiko bencana
meningkat pada kawasan perkotaan dimana terkonsentrasi sebagian besa- kegiatan
antropogenik, terlepas darl peningkatan pengetahuan dan upaya-upava korstan yang
diinvestasikan oleh para pengambil keputusan (pemerintah) maupun para penditi, “Kota-
kota merupakan ruang yang ideal untuk pembentukan risiko bencana, yang menggiring
kite untuk menyadari balwa pembangunan perkotaan dan pembentukan berbagai risiko
adalah tidak terpisahkan”. (Pigeon, 1996, p.51).

Namun demikian, perlu diungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kota-
kota besar Indonesia merupakan dea fenomena yang relatif baru — dibandingkan dengan
perkembangan kota-kota Eropa maupun Amerika Utara semenjak revolusi industri abad ke-
18, Kota-kota Indonesia umumnya berkembang pesat pasca kemerdekaan Indonesia tahun
1945. Jakarta, misalnya, yang dikembangkan pada awal abad ke-17 saat kolonisasi Belanda,
‘hanya’ dibuni oleh 2 jula peadudsk pada tabun wyso, 4.8z juta penduduk pada 1yys,
kemudian bertambah menjadi 11.02 juta jiwa pada tahun 2000, Dengan kata la'n, Jakarta
tumbuh 5 (lima) kali lipat dalam kuran 50 tahun terakhir.

Menurut perkiraan Perserikatan Bargsa-Bangsa (PRB), Jakarta akan dihuni setidaknya oleh
17.26 juta jiwa pada tahun 2015 mendatang dan aglomerasi inl akan menempati urutan ke-g
terbesar di dunia. Secara umum, sepanjang kota-kota besar di Indonesia terus menyediakan
kesempatan berusaha (business opportunities) dan memberikan pelayanan perkotaan
(urban services) vang lebih baik dari kawasan perdesaan, kota-kota tersebut tidak akan
pernah berhenti menjadi magnet bagi masyarakat untuk menikmatinya, tedepas dari
peningkatan risiko bencana yang mungkin terjadi, khususnya banjir,



Persoalan banjir di kota-kota besar Indonesia merupakan kombinasi antara rezim
hidroklimat tropis (hujan dengan intensitas tinggi yang mencapai angka 2000 mm,/tahun
yang berlangsung hingga 6 bulan), serta karakteristik geografis dengan ciri perkotaan yang
kuat, bahkan terjadi overpopulation di beberapa pulan seperti Jawa dan Bali. Dalam banyak
kasus, khususnya Jakarta, proses urbanisasi anarkis dan invasi lahan-lahan rentan banjir -
di badan sungai dan sempadannya — adalah hal vang lazim. Parahnya, proses ini tidak hanya
terjadi di daerah hilir dimana kota-kota pesisir berkembang secara alamish, namun juga
terjadi di daerah huln yang sediakala merupakan kawasan resapan air - sinonim dengan
fenomena deforestasi. Dengan demikian, terdapat kombinasi yang sempurna antara dua
komponen risiko bencana : ancaman bencana yang kuat (strong hazard) dan kerentanan
yang tinggi (high vulnerability). Frekuensi terjadinya berbagai jenis banjir dan gemangan,
meliputi limpahan sungal, pemampatan drainase maupun flash flood, menjadi sangat tinggi.
Bamjir dan genangan telah menjadi sebuah fenomena rutin tahunan dengan kecenderungan
yang semakin meluas ke berbagai kota di luar Jawa.

Faktor lain yang turut memberikan kontribusl terhadap dampak bencana banjir adalah
lemahnya kontrol terhadap penggunasn lahan (Jand use) pada zona-zona rentan banjir,
Temtu saja faktor ini hanyalah salah satu dari banyak faktor lain yang menvebabkan
tingginva risiko bencana, namun faktor tersebut memmjukkan rendahnya efektivitas
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, baik di zona perkotaan rentan banjir maupun
di ona-zoma resapan air.

Belum lagi terhapus dari ingatan kita atas banjir spektakuler tanggal 2 hingga 4 Februari
2007 lala, banjir telah datang menghampiri warga Jakarta menjelang tutup tahun 2007,
awal 2008 dan akhir 2008 yang baru laly. Jakarta kembali dikepung banjir akibat
perpaduan antara intensitas hujan vang sangat tinggi (117 mmj/24 jam), sistem drainase kota
vang lumpuh dan manajemen operasional pompa yang terkendala aliran listrik. Dampak
terparah dari banjir Jakarta 2008, setelah jatuhnya korban jiwa, adalab terputusnya akses
utama menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta : jalan tol Sedyatmo,

Pada saat terjadinya bencana banjir, ke ;
dampaknya tidak semats-mata merusak Pﬁﬁmhm]]-au]lr.lal.mrlazuu:"
assel bangunan dan infrastruktur kota, v

namun lebih dari ite, menghancurkan
kepercayaan masyarakat kota terhadap
kemampuan  institusi  publik  dalam
mengelola kotanya, serta dalam konteks
internasional, mencoreng image ibukota
politik dan ekonomi nasional.
Bagaimanapun Jakarta adalah etalase,
sekaligus  simbol  peradaban  bangsa
Indonesia modern, karena ia adalah tempat
alemulasi kebuasaan politik-administratif
seria  akumulasi kapital dan investasi . 1 s T
(17.48% share PDRPB dan 20.44% share Sumber : woww kompas com
mvestasi nasional) (Rustiadi et.al, 2007).

T

Peristiwa banjir 2002 dan 2007 adalah yang terbesar sepanjang sejarah mengingat dampak
sosial-ekonominya vang luar biasa, melebihi peristiwa masa lalu (2008, 1996, 1977 atau



bahkan 1892 — zaman kolonisasi VOC). Dampak banjir Jakarta 2002 dan 2007 tidak hanya
dirasakan oleh kelompok masyarakal yvang secara tradisional memiliki tingkat kerentanan
sogial tinggi (misalnya ibu dan anak-anak, jompo, orang miskin), namun lebih luas dari itu,
dirasakan oleh kelompaok elit politik dan kelompok ekonomi mapan.

Persoalam yang lahir pasca-bencana bukan lagi sebatas bantuan material, sementara
penjelasan seadanya perihal penycbab bencana dari lembaga yang berwenang sangat tidak
memadai. Lebih jauh dari itm, masyarakat menuntut pertanggungjawaban moral
{accountability) dari lembaga yang berwenang terhadap keselamatan sipil (civil security).

Oleh karenanya, banjir Jakarta membangkitkan kesadaran kolektif untuk penanganan
bencana secara lebih komprehensif, tidak lagi sebatas penanganan krisis. Peristwa banjir
Jakarta 2007 merupakan satu dari tiga bencana besar di Indonesia (selain tsunami Aceh dan
Nias, 26 Desember 2004 dan gempa bumi Yogyakarta, 26 Mal 2006) yvang berperan menjadi
katalis utama lahirnya UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diikuti
dengan serta merebaknya berbagai diskusi untuk mencari solusi pemecahan masalah bangir
vang sangat kompleks. Sebuah rangkaian peristiwa yang normal pasca terjadinya bencana,
dimana aktor-aktor pembangunan utama (para pengambil keputusan dan para pakar)
mengkonsolidasikan dirinya.

Solusi untuk

Sebagian para dan pengambil keputusan telah dihinggapi rasa pesimis dengan mengatakan
bahwa “Jakarta tidek mungkin bebas bamjir”. Pendapat ini logis, mengingat secara alamiah
40% dari wilayah Jakarta berada di dataran banjir dengan kontur topografi dibawah 1.5 m
saal pasang laut yang memang menjadi lahan ekspansi air. Sementara itu, urbanisasi
(impermeabilisasi lahan resapan air, melalui konversi ruang terbuka hijau yang berkurang
secara masif 41% dalam 35 tahun terskhir menjadi lahan terbangun) terus berlangsung
dengan kecepatan yvang tinggi. Belom lagi bila faktor amblesan tanah (40-60 cm antara 2007
—~ 2025) dan perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan perubahan pola cusca
(meningkatnya peluang hujan ekstrim), turut dipertimbangkan.

Eenaikan muka air laut sebagai
dampak dari perubahan iklim
global menambah kompleksitas
persoalan banjir Jakarta. Tanpa
upaya adaptasi yang memadai,
pada tshun 2030 bandara
Spekarno — Hatta dan jalan tol
Sedyatmo akan berada dibawah y i
permukaan laut (lihat Gambar e Peich
2). Lalu, kenaikan muka air laut
akan menenggelamkan 1604 .  “Panjaringan
km? (24,3% lnas Jakarta) secara : G
permanen pada mhun 2050
(lihat Susandi, 2007).
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Terlepas dari pandangan pesimistis diatas, beberapa pilihan solusi penanganan banjir
Jakarta vang cukup intensif didiskusikan di kalangan pakar dan pengambil keputusan
(otoritas publik), dapat dikemukakan secara sintetik dibawah ini.

Opzi pembangunan infrastruktur (pendekatan struktural) seringkali dijadikan andalan
dalam penanganan banjir, seperti pembangunan kanal, terusan banjir, saluran drainase,
waduk, polder, seqwalls, stasiun pompa, dan sebagainya. Pendekatan strukiural dalam
upava mengatasi persoalan banjir sesungguhmya telah diterapkan di kota-kota besar
Indonesia semenjak era kolonizasi Belanda pada awal abad ke-20 silam, vang telah mulai
disusun sejak era Professor van Breen (1920an) dengan menim model kanal Kota
Amsterdam.

Pada tahap awal kemerdekaan Indonesia (1945-1960), dapat dikatakan bahwa proses
pembangunan prasarana banjir banvak berkurang, kecuali pembangunan waduk Jatilohur,
Saguling dan Cirata mengikuti rencana Professor van Blommestein (19309 dan 19449). Pada
tahap berikutnya (1966-sekarang), pekerjaan konstruksi berlanjut melalui pembangunan
tanggul-tanggul sungai, sodetan (pengalihan banjir), peningkatan/perbaikan saluran
drainase, dan sebagainya, sesuai dengan rencana NEDECO (1073), rencana SOGREAH
(pertengahan tahun 1980-an) dan berbagai revisinya pada era reformasi (misal master plan
2002 dan 2007).

Upaya yang terakhir dilakukan adalah pembangunan Banjir Kanal Timur sejak tahun
2006 dan, setelah peristiwa banjir 2007 yang lalu, Namun realisasi Banjir Kanal Timur
terbentur persoalan klasik yang bernama pembebasan lahan, misalnya : ketidaksepakatan
atas harga tanah, senghketa kepemilikan lahan yang sama dan lahan yang beralih fungsi
menjadi infrastrukiur (jalan, gang dan drainase). Pada saat berfungsi secara optimal,
diperkirakan BKT hanya dapat mengurangi banjir Jakarta bagian Timur sebesar 25% saja.

Salah satu pendekatan struktural vang menjadi perdebatan publik yang intense dalam upaya
menecari solusi penanganan banjir adalash pembangunan terowongan multi-fongsi
dalam bumi (multi purpose deep tunnel/MPDT). 'Ruang dalam bumi’ merupakan
harta karun (space treasure) yang belum termanfastkan dengan baik (Besner, 2006).
Secara teoritik, ruang dalam bumi merupakan salah satu cara inovatif untuk menyelesaikan
berbagai persoalan perkotaan, khusvsnya, seperti kemacetan, banjir, langkanyva lahan
perkotaan, dan penuaan infrastruktur, Best practices telah tersedia, contohnya Singapura
dan Kuala Lumpur. Pada saat ini, kota Kuala Lumpur - Malaysia, tengah membangun
terowongan dalam bumi sepanjang 0.7 km dengan diameter 11.8 m melalui proyek yang
diberi nama SMART untuk mengatasi dua persoalan besar yakni kemacetan dan banjir pada
pusat kota (dual-system flood project). Isu utama dalam pengembangan struktur ruang
dalam bumi bukanlah terletak pada aspek rekayasa teknis, melainkan pada aspek integrasi
antara pemanfaatan ruang dengan daya dulkung lingkungan dan kapasitas ekonomi lokal,

Secara prinsip, pendekatan struktural berupaya untuk memodifikasi fenomena fisik dari
banjir dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan mereduksi banjir (hazard reduction).
Pendekatan struktural pada prinsipnya berupaya untuk melindungi masyarakat yang berada
di zona-zona rentan banjir dan segenap asset-asset sosial-ekonominya dari ancaman banjir.

Pendekatan struktural banyak mendapatkan kritik dari masyarakat akademik, khususnya
vang berasal dari sovial science. Pertama, pendekatan ini semata-mata didominasi oleh para
teknisi dan ahli rekavasa sipil, dan kurang melibatkan disiplin lain. Pendekatan ini kerap
dinilai kurang demolratiz karena hanya sedikit melibatkan masyarakat yang dianggap



"awam”, Kedua, dalam perspektif lngkungan, kerapkali pendekatan struktural
mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sudah terlamjur (irreversible environmental
destruction). Ketiga, secara finansial, pendekatan struktural umumnyva membutuhkan biayva
vang sangat besar, hukan hanya pada tahap pembangunan namun juga pada tahap
pemeliharaan. Aspek pemeliharaan ini seringkali menimbulkan persoalan baru yang serius,
seperti diungkapkan Sevin (2000, p.257), "kanal-kanal, struktur wtama bagi Jukarta Kota,
saat ini sangat tidak terpelihara dan dipenuhi tumpukan limbah padat. Pada waktu lain,
ia tidak lain adaloh kolam renang bagi kaum miskin”, Selanjutnya, keempat, pendekatan
struktural melahirkan sikap optimisme masyarakat vang berlebihan terhadap kapasitas dari
bangunan sipil dalam memberikan perlindungan jiwa dan asset sosial-ekonomi. Pada
giliranmya, pendekatan ini akan lebih mendorong proses urbanisasi baru atau dengan kata
lain, membentuk masyarakat perkotaan yang lebih rentan terhadap risiko banjir (Dourlens,
2003 ).

Opsi untuk melaksanakan moratorium membangun pada daerah resapan dan parkir air
alamiah layak untuk dipertimbangkan. Upaya ini sulit aotuk diterapkan karena
membutehkan keberanian dan energl ekstra dari pengambil keputusan, disamping akan
membangkitkan resistensi vang besar dari masyarakat. Selain itu, opsi ini tampaknya tidak
populer secara politis, Bagaimanapun Jakarta tetap saja terlaln sexy sebagai lokasi investasi.
Owpsi ini diperkirakan akan mendistorsi pasar, karena berlawanan dengan logika kapitalisme
yang demilian kuat. Jakarts akan terus dihadospkan pada konflik permanen antara dua
kepentingan : pertumbuhan ekonomi versus penanggulangan banjir (lihat Hutter, 2006).

Opsi untuk terus mendorong tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) minimal 0% dan
lnas wilayah administratif, sesuai dengan amanat UU Nao.26/2007 tentang Penataan Ruang,
tampaknya juga tidak mudah. Dengan luasan RTH sebesar 9-11% saja vang tersisa di Jakarta
dewasa ini, maka setiap upaya meningkatkan 1% RTH akan membutuhkan hies lahan
sehesar + 646 ha (Atmawidjaja, 2007). Dengan logika ekonomi sederhana, apakah
pemerintah akan mampu menghijaukan kotanya sementara tanah merupakan komoditas
langka dengan nilai ekonomi sangat tinggi? Selain itu, dengan kepadatan rata-rata Jakarta,
120 orang/ha, maka masyarakat yang terkait dengan proyek perluasan RTH bisa mencapai
78.000 orang, tentunya bukan jumlah vang sedikit untuk berlangsungnya proses konsultasi
dan negosiasi. Sejak lama Polanyi (1994) telah menyatakan bahwa urbanisasi adalah suatu
proses yang irreversible, sehingga sekall proses pembangunan fisik tercalisasi, akan sangat
sulit untuk mengembalikan ke kondisi semula.

Opsi untuk mengurangi konsumsi lahan yang terlalu boros melalui pengembangan pola
hunian vertikal telah banvak didengungkan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini
cukup mendapatkan apresiasi dari masvarakat berpenghasilan tinggi, sementara hunian
vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (seperti rumah susun sewa/milik) masih
sangat terbatas. Faktor budaya vang melekat pada masyarakat Indonesia kerap diungkap-
kan sebagai penyebab sulitoya ide hunian vertikal diterima. Namun sesungguhmnya, kita telah
mengalami evolusi budava dari generasi ke generasi, dimulai dari pola hunian keluarga
ekshusif dengan luas besar, menjadi pola hunian individual dengan luas besar, akhirnya
menjadi pola hunian individual berluas kecil. Proses evolusi budava ini dapat menjadi dasar
keyakinan kita ke depan bahwa hunian vertikal merupakan solusi vang workable,

Opsi relokasi penduduk dari zona-zona risiko tinggi (misal : hunian di sepanjang
pantaran sungai dan kantong-kantong kemiskinan di dataran rendah di daerah Utara dan
Barat) tetap perlu menjadi prioritas, khususnya untuk mengurangi risiko jatuhnya korban
iwa dan kerugian material. Opei relokasi layak dilakukan bila biayanya lebih murah
libandingkan dengan opsi proteksi (defense structures). Kesulitan utama opsi ini adalah
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adanya keengganan warga untuk pindah ke lokasi baru, walaupun dengan kualitas hunian
dan lingkungan yang lebih baik. Bagi warga kota, relokasi bukan sebatas proses pemindahan
fisik, namun jugs proses pemutusan pola keterkaitan sosial-ekonomi. Secara teoritis,
fenomena inersia kota dapat menjelaskan secara rasional munculnya resistensi masvarakat
terhadap ide relokasi penduduk ke permukiman baru (lihat Klein, et.al., 2003).

Opsi untuk mengurangi beban Thukota Jakarta, dengan memisahkan pusat kegiatan
perekonomian dengan pemerintahan, seperti Washington — New York, Sydney — Canberra
atau Kuala Lumpur - Putra Jaya, layak untuk didiskosikan secara lebih seksama, Opsi
pemindahan fungsi pemerintahan pernah diajukan sejak era Presiden Soekarno (ke
Palangkaraya) maupun era Presiden Socharto (ke Jonggol). Tetapi, bilamana pemindahan
fungsi pemerintahan keluar Jakarta merupakan langkah yang ekstrim, bukankah
mengurangi sebagian fungsi yang tidak relevan dengan status Jakarta sebagal pusat
pemerintahan Indonesia lebih feasible untuk dilakukan? Misal, memindahkan fungsi
pelabuhan laut internasional ke Banten/Cirebon atan menghentikan pembanguman malls di
Jakarta yang sudah over-supply (39 buah, belum termasuk 9 mall di Bekasi, 8 mall di Depok
dan 11 mall di Tangerang). Pemindahan sebagian fungsi kota Jakarta memang
membutuhkan investasi awal serta resistensi yang besar, namun opsi ini akan lebih
sustainable karena beban Jakarta dapat dikurangi secara signifikan.

Sumentara ilu, pendekatan noo-struktural, khususnys melslul Instrumen penataan
ruang berskala kawasan/wilayah, mulai dikembangkan sejak era 1970-an pada skala
Jabatabek mengiringi terjadinva hoom minyal® yang menandakan dimulainva era emas
pembangunan fisik kota Jakarta secara masif. Era ini ditandai dengan pilihan kebijakan
Pemerintah untuk menganut rexim ekonomi terbuka (neo-liberalisme) vang berciri
oportunis untuk menarik sebesar-besarnya investasl asing serta untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi kota secara pesatuntuk merespon fenomena property boem
(Cowherd, 2005).

Hingga kini, terdapat tiga generasi rencana lata ruang (baik Rencana Umum Tata
Ruang/RUTR maupun Rencana Tata Ruang Wilayah/BRTRW DKI Jakarta) serta ratusan
studi perkotaan di kawasan Jabodetabek (termasuk studi penanggulangan banjir) vang
memandang kawasan ini sebagai satu kesatuan sistem aliran sungai hulu - hilir. Selain im
disusun studi Master Plan Jabotabek  yang disusun oleh Pemerintah Pusat pada awal tahun
1970-an. Tujuan penyusunan Master Plan ini pada awalnya adalah entuk mengendalikan
kepadatan pusat kota Jakarta, yang telah sangat padat, vakni dengan menstimulasi
pertumbuhan kota-kota baru di sekitar Jakarta (Cowherd, 2005).

Setelah berlangsung lebih dari 10 tahun, pada tahun 1985 disepakati untuk pertamakalinya
Rencana Tata Ruang (RTH) Jabotabek yang memilild kebmatan hukum yvang mengikat?, yang
menetapkan  aturan-aturan mengenai penggunaan lahan dan pembangunan kota
(konstruksi) dengan 2 (dua) tujuan utama, yakni : (1) mengurangi paparan risiko banjir
untuk kawasan fungsional Jabotabek secara keseluruhan ; (2) melindungi ekosistem sensitif
untuk penyediaan air bersih di aglomerasi Jakarta. Tentunya, dalam era terpusat yang

# Jabotabek merupakan akronim dati Jakarta (Daerah Khusus IThakota Negara) — Bogor — Tangerang
— Bekasi (tiga kabupaten dan tiga kota di sekeliling Jakarta) yang digunakan sejak 1073, Realisasi
dari studi Master Plan Jabotabek dibantu oleh Pemerintah Belanda (The Netherlands Directorate
Jor International Technical Assistance/Delft Technische Hoogeschool) (Cowherd, 2005 : Rukmana,
2001]).

1 Keputusan Presiden (Keppres) Mo, 55/1085 tentang Rencana Tata Ruang Jabotabek. Rencana ind
mbupui’anmmm Bf mencakup 2 wilayah Provinsi (Jawa Barst dan DEI Jakarta) serta 6 wilsyah
Ea :



bersifat ‘top-dewn’, Pemerintah Pusat dapat menetapkan RTR Jabotabek tanpa kendala
vang berarti.

Menjelang berlakunya era otonomi daerah pada tahun 1999, rencana ini dianulir dan direvisi
dengan produk peratoran baru, yang dimaksudkan uwntuk menghambat perkembangan
aglomerasi  Jakarta yang pesat dengan  memperhitungkan perubahan-perubahan
pemanfaatan ruang berskala besar yang telah terjadi serta dengan memperluas kawasan
perencanaan hingga berskala Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini merupakan exercise dari
pemerintah (pusat dan daerah) untuk mencari skala kawasan fungsional yang sesuai bagi
proses penataan ruang. Namun, upaya perencanaan tata ruang berskala DAS hingga kini
belum menunjukkan hasil vang signifikan.

Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah tajamnya perbedaan kepentingan antara logika
politik-ekonomis dengan logika geografis, serta antara logika administratif dan fungsional
(Dourlens, 2004; Laganier dan Scarwell, 2003) dari para pengambil keputusan (Pemerintah
Pusat dan Daerah) yang tidak koheren. Di satu sisi, Pemerintah Pusat menghendaki adanya
pembatasan pembangunan dengan perspektif jangka panjang, di sisi lain, pemerintah
kabupaten/kota menghendaki pertumbuhan ekonomi lokal yang dinamis menurut
perspektif jangka pmdclt, sesuai dengan skala waktu elektoral. Dalam perspektif urbanisme
kontemporer, fakta ini mencerminkan adanya konflik klasik antara kepentingan lingkungan
berjangka panjang dan kepentingan ekonomi dan politik berjangha pendck. Kesulitan lain
yang dihadapi adalah adanya persepsi bahwa pendekatan penataan ruang, seperti halmya
pendekatan non-struktural lainnya, tidak memberikan hasil yang ‘tangible’, sulit diukur
tingkat keberhasilannya, tidak membwtuhkan 'resource’ yang besar (sehingga tidak menarik
bagi pengelola keglatan) serta membutuhkan waktu yang panjang.

Jadi, opsi penataan ruang, walaupun telah difadikan produk hukum mengikat (Keppres
dan Perda), sejauh ini tidak cukup efeltif dalam menghentikan laju urbanisasi Jakarta,
sekaligus membentuk struktur ruang yang lebih rasional dan efisien (Sevin, 2000). Penataan
ruang termarginalisasi dalam sistem pembangunan yang terlalu sektoral dan kedaerahan.
Terlebih dalam era otonomi daerah, apabila konsensus untuk lahirnya sebuah produk ETR
saja sudah sangat sulit untuk dicapai, pelaksanaannya kerap menemul kesulitan yang ticdak
ringan untuk diatasi.

Dengan kata lain, berbagai rencana tata ruang tidak memberikan hasil sebagaimana yang
diharapkan, akibatnya perkembangan kawasan perkotaan terus mengkonsumsi lahan-labhan
resapan air dan zona-zona rentan banjir secara sistematis. Beberapa faktor penyebab telah
dikemukakan oleh Rukmana (2001) yang meliputi : penegakan hukum yang lemah, praktek
spekulasi tanah yang tidak terkendali, pemgawasan yang lemah dari institusi yang
berwenang, serta tidak adanya institusi metropolitan yang mengelola seluruh aglomerasi
secara komprehensif. Sementara itu, Sevin (2000, p.256) mengindikasikan bahwa
"intensitas perkembangan kota yang seiring dengan mediokritas penyelenggaraan
penataan ruang hingga beberapa tahun belakangan merupakan penjelasan yang buaik
mengapa masyarakat  kota-kota raksasa  harus  berhadapan dengan berbagai
ketidaknyamanan (nuisances) : (...) bencana banjir besar pada musim hujan, kekumuhan
serta kemiskinan pada kmvasan bagi banyak orang di kota-kota tersebut {...).7

Pada titik ini, tampak jelas bahwa permasalahan banjir di kawasan Jabodetabek masih sulit
untuk diselesaikan, baik melalui pendekatan struktural mavpun non-struktural. Namun
demikian, Pemerintah Pusat tetap bertahan dengan ide untuk mendahulukan instrumen
penataan ruasng pada skala aglomerasi sebagai upaya untuk mengontrol penggunsan lahan
yang berpotensi meningkatkan propagasi banjir (tapi bukan pada dataran banjirl), terlepas
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dari fakta bahwa instrumen ini menmunjukkan efisiensi yang rendah dalam pembentukan
struktur ruang kawasan. Hal ini ditunjukkan dengan keluarmya Perpres No. 54 /2008
tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur 4 pada bulan Agustus 2008 vang lalu,
Namun sayangnya, dalam pasal-pasal Perpres terbaru ini, pendekatan struktural masih saja
dominan. Perpres No.54/2008 juga tidak memberikan penekanan untuk mempertahankan
kawasan ‘tengah’ Jabodetabek (koridor Ciliwung antara Depok hingga Bogor) yang secara
perlahan namun kontinu terus membangun, menjadikannya sebagai daersh urbanisasi baru
yang masif.

Banjir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban kota modermn. Sebut
saja, kota Paris (Perancis, 1910), Florence (Italia, 1966) dan Dresden (Jerman, 2002) yang
permah menderita karena banjir besar. Kota-kota ini mampu bangkit dari keterpurukkan dan
mengambil langkah-langkah rekonstruksi pasea beneana vang tepat vang dimulai dengan
pengaturan zonasi tuang di kawasan berisiko hanjir (tinggi, sedang dan rendah), penegakan
hukum yang konsisten dam, tentunya, pembangunan sistem proteksi banjir yamg handal
dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan warganya.
Peristiwa banjir telah mengubah model pembangunan kota secara signifikan.

Masyarakat layak khawatir dengan masa depan kota-kotanya, mengingat permasalahan
banjir yang kompleks, sementara tidak banyak solusi yang realistis. Terlebih bahwa tidak
hanya Jakarta yang dihantui oleh ritual banjir, namun juga kota-kota besar yang menjadi
simbol perekonomian nasional seperti Bandung, Medan, Semarang, dan Denpasar. Selain
itn, banjir pun hanyalah salah satu dari sekian jenis beneana lainnya vang semenjak 5 (lima)
tabun terakhir kerap menyapa wilayah MNusantara. Pemerintah pun harus membagi
perhatiannya secara adil bagi setiap kota dan menangani satu per satu bencana tersebut.

Dari beberapa opsi vang didiskusikan secara ringkas diatas, tampaknya tidak ada pilihan
yang mudah untuk menjawab persoalan banjir vang kompleks. Boleh jadi tidak ada solasi
tunggal, dan masih terbuka solusi lain yang terpadu. Yang jelas, berdasarkan pengalaman
Jakarta, kota-kota membutuhkan terobosan dan kreativitas baru vang bertanggungjawab,
yang didukung oleh keberanian dan kepemimpinan yang kuat, termasuk untuk memilih
solusi yang efektif walaupun dengan risike sosial dan politik yang tinggi. Pemerintah tidak
dapat hanya memusatkan perhatian pada pendekatan struktural semata, namun juga secara
bertahap mulai secara serius memperhatikan pendekatan non-struktural. Keduanya pada
dasarnya hersifat komplementer.

Hagi Dombrowsky (2002), bencana merupakan sebuah indikator empiris dari hilangnyva
kendali dan kemampusn untuk melakukan sesuatu yang benar dari pars pengambil
keputusan (pemilik otoritas administratif) dan para pakar (pemilik otoritas akademik),
Sementara Ciattoni (2003) menyatakan bahwa peristiwa banjir sekaligus merupakan cermin
dari kebijakan pengelolaan kota yang lemah. Oleh karenanya, ke depan para pengambil
keputusan dan pakar perlu lebih bersinergi untuk merumuskan solusi yang disepakati oleh
kedua aktor utama pembangunan tersebut, dan diterima oleh masvarakat luas, Penanganan
banjir untuk kota-kota Indonesia tidak dapat dilskukan dengan pendekatan teknis semata,

4 Pmiﬁmmmhm;ahmganduﬁqﬂmmyehmnw:mﬁmm1mqgmmRTR
Bopunjur, (2) Keppres 1/97 tentang Jonggol sebagai kota mandird, (3) Eeppres 52,1005 tentang
Eellamasi Pantura, dan (4) 73/1005 tentang Reklamasi Kapuk MNaga. Kawasan vang
dicakup tidak hanya sebatas Jabodetabelk, namun diperluas hingga Bogor = Puncak - Cianjur.



namun lintas-disiplin. Dan, bilamana keta-kota Indonesia tetap dikelola dengan pendekatan
pembangunan vang sama (busimess as usual), masyarakat pun harus menerima kenyataan
bahwa kota-kota sepertl Jakarta akan tergenang secara permanen dalam beberapa dekade
mendatang. Akhirnya, akankah banjir menjadi sebuah ritual tanpa akhir? (3ooc).
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